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BUPATI KONAWE

PROVINSI SULAW ESI TENGGARA

PERATURAN DAER

AH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Menimbang

a.

ol

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

bahwa lahan pertanian dan perkebunan merupakan
bagian dari sumber daya alam sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat;

.bahwa lahan pertanian dan perkebunan di

Kabupaten Konawe semakin berkurang dikarenakan
beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non
pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah
Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di
daerah dalam rangka mendukung kebutuhan
pangan nasional;

. bahwa guna melindungi lahan pertanian pangan dari

alih fungsi lahan serta guna melaksanakan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur
perlindungan dan penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di Kabupaten Konawe dalam suatu
Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan
Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe.
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang—Unsdang Dasar Negara
' Indonesia Tahun 1945;
?Ji%ﬂiUndang Nomor 29 Tahun 19?9 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat H‘ di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19?9
Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Panggn
Berkelanjutan  (Lembaran ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012
tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor
131).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Menetapkan

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11

12.

Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
Bupati adalah Bupati Konawe.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.

Dinas adalah Dinas yang berwenang mengurus pertanian pangan di
Kabupaten Konawe.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi,
dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh
manusia.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha
pertanian dan usaha perkebunan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian dan perkebunan yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkanpangan pokok
bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan
potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses
menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem
dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian atau perkebunan termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20:

21.

22.

23.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan  Berkelanjutan serta  unsur
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta
kesejahteraan rakyat.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam
negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat
rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga
yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang
beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin
hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi
masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga
negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan
untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik
nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama
bagi konsumsi manusia.

Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan
produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna,
menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu
yang tepat.

Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan
perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum
diusahakan.

Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani
dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi
pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau

korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum.



24,

25.

26.

27

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi
bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap
maupun sementara.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian.

Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara
berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai,
hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.

Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak
mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst
dan tanah pasir.

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutan disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat
RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Konawe.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah vang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang
Kabupaten Konawe.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.



BAB II
MAKSUD, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam
perlindungan, pengaturan dan penyelengaraan Lahan Pertanian Pangan
dan Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan
diselenggarakan berdasarkan asas:

Manfaat;

Keberlanjutan dan konsisten,;
Keterbukaan dan akuntabilitas;
Kebersamaan dan gotong-royong;
Partisipatif;

Keadilan;

Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
Desentralisasi;

Keragaman; dan

Sosial dan budaya.

e

[

Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan

diselenggarakan dengan tujuan:

a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan;

b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

¢. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan:

d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan
masyarakat;

f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

h. Mempertahankan keseimbangan ekologis;

i. Mewujudkan revitalitasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian dan perkebunan
Berkelanjutan meliputi:

a. Perencanaan;

b. Penetapan;
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(1)

(2)

(4)

(5)

Pengembangan;
Pemanfaatan;

Pembinaan dan pengawasan;
Pengendalian,;

Kerjasama dan kemitraan,;

. Sistem informasi;

Perlindungan dan pemberdayaan petani;
Pembiayaan;

. Kewajiban petani penerima insentif;

Pencabutan insentif;

. Peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD,
RPJMD dan RKPD.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan,;

b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan
pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

Rencana Perlindungan lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
terhadap:

a. Tanah terlantar;

b. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
c. Kawasan lahan marginal.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebijakan;

b. Strategi;

c. Program,;

d. Rencana pembiayaan; dan

e. Evaluasi.



(6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(4)

(5)

(6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh)
tahun;

b. Rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun;
dan

c. Rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan berkonsultasi kepada
Bappeda.

Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui tahap-tahap:

a. Inventarisasi data;

b. Koordinasi dengan instansi terkait;

c. Menampung aspirasi masyarakat; dan

d. Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan memperhatikan:

a. Kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;

b. Kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan
berkelanjutan; dan

c. Rencana tata ruang wilayah daerah.

Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang
beranggotakan:

a. Unsur Pemerintah Daerah;

b. Pemangku Kepentingan terkait;

c. Masyarakat petani.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

Pasal 8

Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.

Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan
Daerah.

Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memuat:
a. Lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c. Upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. Target dan sasaran yang akan dicapai; dan
e. Pembiayaan.
BAB IV
PENETAPAN
Pasal 9
Pemerintah  Daerah  menetapkan Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah.
Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
b. Invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan;
c. Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan
dengan penandatanganan perjanjian;
d. Rapat koordinasi di tingkat desa;
e. Rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
f. Rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
Pasal 10
Luas Lahan Pertanian Pangan tersebar di wilayah :
a. Kecamatan Sampara
b. Kecamatan Bondoala
c. Kecamatan Besulutu
d. Kecamatan Kapoiala
e. Kecamatan Lambuya
f. Kecamatan Uepai
g. Kecamatan Puriala
h. Kecamatan Onembute
i

Kecamatan Pondidaha



j. Kecamatan Wonggeduku
k. Kecamatan Amonggedo
1. Kecamatan Wawotobi
m. Kecamatan Meluhu

n. Kecamatan Konawe

o. Kecamatan Unaaha

p. Kecamatan Anggaberi
q. Kecamatan Abuki

r. Kecamatan Latoma

s. Kecamatan Tongauna
t. Kecamatan Asinua

u. Kecamatan Routa

(2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

(3) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Peta sebaran dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan lahan inti.

(2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan
sebagai lahan penyangga.

(3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi
untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk
kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB V
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan
pangan.



' meliputi:
(2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p

a. Intensifikasi lahan pertanialjl pangan; P
b. Ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
c. Diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;

b. Pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;

c. Pengembangan irigasi; '

d. Pengembangan inovasi pertanian melalui pengembangan wisata
pertanian dan/atau pemanfaatan teknologi pertanian;

e. Penyuluhan pertanian; dan/atau

f. Jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:

a. Pemanfaatan lahan marginal,

b. Pemanfaatan lahan terlantar; dan

c. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf ¢, dengan cara:

a. Pola tanam;

b. Tumpang sari; dan/atau

c. Sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan terhadap:
a. Lahan marginal;
b. Lahan terlantar; dan
c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan

marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:

a. Lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan

b. Lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh
masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan

telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:

a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian
atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak
dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;

b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan
sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau

c. Bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan di
bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, terhadap:

a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;

b. Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk
ditanami tanaman pangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 17

Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban

memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.

Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:

a. Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan
beririgasi, lahan rawa, dan lahan tadah hujan;

b. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering;
dan/atau

c. Membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan
topografi yang memungkinkan.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban melakuka'n pembinaan
dan pengawasan kepada setiap orang }'zang terikat dengan
pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;. .

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. Koordinasi;

. Sosialisasi;

. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan

lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
f Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang
dibentuk melalui Peraturan Bupati.

oo o

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara
terkoordinir oleh instansi terkait.

(2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. Insentif: dan/atau
b. Pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 20

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a

diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok
tani berupa:

a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Pengembangan infrastruktur pertanian;

¢. Pembiayaaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;



(2)

3)

(4)

(5

(7)

(9)

e. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan
melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;

g. Penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau

h.Bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal
panen.

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi

keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Lahan Pangan

Berkelanjutan milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melalui APBD sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;

b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha
tani;

c. Perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

d. Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau

e. Konservasi tanah dan air.

Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

meliputi:

a. Penyediaan demontrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul,
hibrida, dan lokal; dan

b. Pembinaan dan pengawasan penagkar benih.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan
oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya
digunakan untuk kepentingan Petani.

Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta
distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh
kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau
bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta
pestisida.

Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi
dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan
sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang vyang
membidangi urusan pertanahan.



(10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi
tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam
bentuk:

a. Pelatihan;
b. Piagam; dan/atau
c. Bentuk lain yang bersifat stimultan.

(11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
penilaian tim yang dibentuk Bupati.

(12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal
panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja
tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan
dengan mempertimbangkan:
. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
. Kesuburan tanah;
. Luas lahan;
. Irigasi;
. Tingkat fragmentasi lahan;
Produktivitas usaha tani;
. Lokasi;
. Kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
Praktik usaha tani ramah lingkungan.

S Ml PO oDh

Pasal 22

Bupati menyusun norma, standar, prosedur dan Kkriteria pemberian
insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1).

(2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.



(3) Larangan alihfungsi sebagal

(4)

)

6

—

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

mana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan

i njutan
terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelan]

oleh Pemerintah Daerah dalam rar}gka:
a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umuim, atau

b. Bencana alam.

Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani

hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka
hanya boleh dialih fungsikan paling banyak 300 m2.
Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pada (3) huruf b
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangafl-
Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 24
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Pengembangan jalan umum;
b. Pembangunan waduk;
c. Bendungan;
d. Pembangunan jaringan irigasi;
e. Meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
f. Drainase dan sanitasi;
g. Bangunan pengairan;
h. Pelabuhan;
i. Pengembangan terminal;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Cagar alam; dan/atau
. Pembangkit dan jaringan listrik.
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan
untuk pengadaan tanah guna Kkepentingan umum lainnya yang
ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana
pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
daerah.

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dilakukan dengan mengganti
luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang akan
dialihfungsikan.

Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang
mengalih fungsikan.



Pasal 25

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

Alih fungsi
e . lam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

disebabkan oleh bencana a . o

ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

a. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan |

b. Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian par}gan beljkellan_]utan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diperoleh
dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan
lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap
tanam.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan
beralih ungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus
memenuhi persyaratan:

a. Memiliki kajian kelayakan strategis;

b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan;

c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perunang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

(1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan
oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah
mendapat persetujuan dari Dinas yvang berwenang mengurus lahan
pertanian pangan.



(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 29

Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangag Berkelanjutan dapat

diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi. ' .

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim

verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati. '

Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri dari:

a. Dinas;

b. Opd yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan
daerah;

c.Opd yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan
infrastruktur;

d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan
yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 31

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh
pihak yang  mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.

Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang
mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib
mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



(1)
(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara
Pemerintah Daerah dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah provinsi;

c. Pemerintah kabupaten/kota lain; dan

d. Pihak luar negeri.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan
huruf ¢ dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau
perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha

dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya
manusia;

b. Penelitian dan pengembangan;

c. Pengelolaan aset; dan

d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyar.akat.
(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebageurngna
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordmam.. |
(3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit
memuat data lahan mengenai:
a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
d. Tanah terlantar dan subjek haknya.

(4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat informasi mengenai:

a. Fisik alamiah;

b. Fisik buatan;

c. Kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;

d. Status kepemilikan dan/atau penguasaan;

e. Luas dan lokasi lahan; dan

f. Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

(5) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani,
kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 36

(1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi
petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa pemberian
jaminan:

a. Harga komoditi yang menguntungkan,;
b. Memperoleh sarana dan prasarana produksi;
c. Pemasaran hasil pertanian pokok;



' tuhan
d. Pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebu

pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
e. Kompensasi akibat gagal panen.

ayat (1) huruf e, diberikan

sasi sebagaimana dimaksud pada
A e g encana alam, wabah hama,

terhadap gagal panen yang disebabkan b :
dan puso yang tidak dapat dielakkan ole'h petani. )

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ellyat (2) harus
melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat
pemerintahan terendah.

(4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (3
disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

(5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

a. Penguatan kelembagaan petani;

b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia;

c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan /permodalan;

d. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;

e. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi; dan/atau

f. Pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber dan Bentuk Pembiayaan

Pasal 38

(1) Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dari:

a. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
b. Kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
c. Hibah; dan/atau

d. Investasi.



(3)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usah’a berupa
perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesual dgngan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab
sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

huruf ¢ tidak mengikat kepada penerimanya.
Pasal 39

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d yang
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.

Pasal 40

Pemerintah Daerah mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai yang menjadi urusan dan
kewenangannya.

Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dibiayai meliputi:

TR&Mo a0 o

[

Perencanaan dan penetapan;
Pengembangan;

Penelitian;

Pemanfaatan;

Pembinaan;

Pengendalian;

Pengawasan;

Sistem informasi; dan

Perlindungan dan pemberdayaan petani.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Bagian Kedua
Pembiayaan Perencanaan dan Penetapan

Pasal 42

Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagairnana' dimaksud
dalam Pasal 41 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan:

a. Inventarisasi;

b. Identifikasi; dan

c. Verifikasi.

Pasal 43

Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan
pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah
pertanian pangan dan lahan cadangan.

Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas
terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan
hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai
dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf c¢ meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk
menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Dearah.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Pengembangan

Pasal 44

Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ,
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan:

a. Intensifikasi; dan

b. Ekstensifikasi.



(3) Pembiayaan kegiatan penelitian seb

agaimana dimaksud pada ayat (2)

i i dengan
erupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesual deng
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= Daerah Pembiayaan kegiatan sebagaimana
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) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian
dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Pembiayaan Pemanfaatan

Pasal 47

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimallcsud dalam
pasal 41 huruf d dilakukan pada Lahan Pertapmn Pangan
Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan. air. ’
Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Perlindungan sumber daya lahan dan air;

b. Pelestarian sumber daya lahan dan air;

c. Pengelolaan kualitas lahan dan air; dan

d. Pengendalian pencemaran.

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Pembinaan

Pasal 48

Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dibiayai meliputi: '

a. Koordinasi;

b. Sosialisasi;

c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

e. Penyebarluasan informasi; dan

f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan tanggung jawab Pemerintah Dearah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(1)

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketujuh
Pembiayaan Pengendalian

Pasal 49

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf f meliputi:

a. Pemberian insentif kepada Petani; dan

b. Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai  insentif  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan.

Pasal 50

Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemeritah Daerah selaku pihak
yang melakukan alih fungsi.

Jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan
pendanaan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pengawasan

Pasal 51

Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g
meliputi:

a. Pelaporan;

b. Pemantauan; dan

c. Evaluasi.

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)
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Bagian Kesembilan
Pembiayaan Sistem Inform

pasal 52

asl

Lahan Pertanian Pangan

: informasi
atan sistem 1N dalam Pasal 41 huruf h

Pembiayaan kegi | .
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

meliputi : Lahan Pertanian Pangan

a. Penyediaan data dan informasi
Berkelanjutan; dan ‘ | N
b. Penvelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanan g

. : s
Berkelanjutan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pang

Berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pgda
ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah berdas.arkan kewenangan dan
tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur d.alam ke‘tentuan
peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 53

(1) Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani
terhadap:

a. Diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;

b. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

c. Pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi
kebutuhan pangan.

(2) Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

(1)

tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 54

Pembiayaan kegiatan pemberdavaan Petani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf i meliputi:

a. Penguatan kelembagaan Petani;

b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia;

c. Pemberian fasilitas sumber permodalan;

d. Pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;

e. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
dan/atau
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BAB XIlI
KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

pPasal 55

(1) Petani penerima Insentif wajib': |
a. Memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
b. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
c. Mencegah kerusakan lahan; dan
d. Memelihara kelestarian lingkungan.

(2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ttlzrdap'fxt
jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib
memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha
tani.

(3) Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:

a. Mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang
sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan; dan

b. Melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan

berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita
dan/atau kearifan lokal.

(4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan

jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para
pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB XIV
PENCABUTAN INSENTIF

Pasal 56

(1) Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

b. Petani tidak menaati norma, standar,
pemberian Insentif; dan/atau

c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

prosedur, dan Kkriteria




(2) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
a. Pemberian peringatan pendahuluan;
b. Pengurangan pemberian insentif; dan
c. Pencabutan Insentif.

(3) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan
pengawasan.

(4) Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib meljlda;')atkan
pembinaan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja dan
memberi motivasi bagi Petani.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
tahapan:

a. Perencanaan,

b. Penetapan;

c. Pengembangan,

d. Penelitian;

e. Pengawasan;

f. Pemberdayaan petani; dan/atau

g. Pembiayaan.

(4) Peran serta masvarakat sebagaimana dimaksud pada avat (3)

dilakukan melalui:

a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan
atas pemerintah daerah dalam perencanaan;

b. Penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan
dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;

c. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam
pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

d. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan
perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

e. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah
daerah;

f. Perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
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BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangar.l ]%Serkel’anjutan
di luar ketentuan Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa

a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin; dan
d. Pencabutan izin.

Pasal 60

(1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ dan d, dilakukan
apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa
paksaan pemerintah.

(2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Penghentian sementara kegiatan;

b. Pemindahan sarana kegiatan;

c. Pembongkaran;

d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

e. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan

f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
perusakannya; dan/atau
c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera
dihentikan perusakannya.




-

(4) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimak'su'd pada ayat .(1),
ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Ju1i 2020

BUPATI KONAWE,
ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Jduli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 247

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : ( 11/58/2020 |
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE

UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan
kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk
pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas
pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental
hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan,
tanah merupakan sumber daya pokok usaha pertanian, terutama
pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung
pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya
perlindungan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap
pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Alih fungsi lahan
mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan,
lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan
perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Dengan
bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan
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industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi Llahe:;
Pertanian Pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilay
dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan

Kedaulatan Pangan.

Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah
dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat
Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada
pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya
pelaksanaan  Perlindungan lahan Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, maka perlu disusun yang lebih teknis dalam suatu
Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan
Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe ini diharapkan dapat
mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di
Kabupaten Konawe serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur
dan sistem irigasi yang baik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan Berkelanjutan
yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup

rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa
depan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten”
adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan
Perkebunan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan,
dan produktivitas lahannya dipertahankan secara
konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan
masa mendatang.



Huruf ¢ L
Yang dimaksud dengan «keterbukaan dan akuntabilitas

adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan
Perkebunan Berkelanjutan yang diselenggarakan
dengan memberikan akses yang seluasluasnya kepada
masvarakat untuk mendapatkan informasi yang
berl«;aitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-
royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
dan Perkebunan Berkelanjutan yang diselenggarakan
secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah,
pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf e
Yang  dimaksud dengan  “partisipatif’  adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan
Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan Berkelanjutan
yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan
kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan dan Perkebunan Berkelanjutan yang harus
memperhatikan kelestarian lingkungan dan
ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya

dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan
Berkelanjutan vang diselenggarakan di daerah dengan
memperhatikan kemampuan maksimum daerah.



Huruf i
Yang  dimaksud dengan “keragaman” adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan
Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman
pangan pokok.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan
Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan
dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat
spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah
kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting
sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual,
menyegarkan  kembali  vitalitas, @ memberdayakan
kemampuan, dan meningkatkan Kkinerja pertanian
dalam pembangunan nasional dengan tidak
mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh
melalui:
1. pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan
produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan
sumber daya alam secara berkelanjutan.




Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan”
adalah semua pihak terkait baik langsung
maupun tidak langsung yang mempunyai
perhatian terhadap kesejahteraan Petani antara
lain: Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, perorangan, dan kelompok
masyarakat.

Huruf c

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Petani”
adalah suatu kelompok masyarakat vyang
mengusahakan lahan di wilayahnya untuk lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

Cukup jelas



Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Luas lahan Pertanian pangan dan Perkebunan
berkelanjutan berdasarkan luas yang terdapat dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Konawe Tahun 2014 - 2034.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui
pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian

pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk
kimia.



Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan

hama dan penyakit’ adalah penggunaan pestisida
hayati dengan mengurangi pestisida kimia.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanaman pertanian pangan
semusim” adalah tanaman pangan yang berusia pendek
yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 20

;% . .
e (Y)ang dimaksud dengan “Petani penggarap” adalah

Petani yang bukan pemilik Lahan namun mengerjakan
Lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani® adalah
kumpulan Petani yang tergabung di dalam kelompok
yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan

berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cleupje]as
Ayat (5)
CUkUp_je]as
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
CUkUP jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lain
medasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan
Lahan.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas




Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah”
adalah informasi spasial atau nonspasial sumber
daya alam yang mendukung sistem produksi
pangan pokok, termasuk diantaranya peta dasar,
peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari
data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan”
adalah informasi tentang sarana dan prasarana
fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang
terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani,
dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.




Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya
manusia” adalah informasi tentang keluarga
petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan
sistem produksi pangan pokok. Yang dimaksud
dengan “informasi sumber daya sosial adalah
informasi tentang sosial budaya meliputi
organisasi petani serta organisasi perdesaan lain
yang terkait.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “informasi status
kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi
terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi
lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan
data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas
pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi

informasi mengenai pangan pokok yang
diusahakan oleh petani.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud “aparat pemerintahan terendah® adalah
pemerintahan desa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas



Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
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